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Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang menyangkut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Daerah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah sangatlah menentukan perkembangan ekonomi daerah. Oleh karenaitu,
kewenangan daerah dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut merupakan hal penting dan mempengaruhi
dalam penyelenggaraan desentralisasi pajak daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti desentralisasi pajak daerah dengan isu pokok mengenai
kewenangan terhadap daerah yang terjadi selama bertahun-tahun dengan dominasi kewenangan pemerintah
pusat yang sangat sentralistik. Oleh karenaitu, pemahamam yang simplistik semacam itu, tidak aneh apabila
sebagian besar solusi yang ditawarkan cenderung berupa pemberian kewenangan kepada daerah-daerah
untuk memanfaatkan atau mengelola potensi PAD di wilayahnya sebagai proses penyerahan kewenangan
dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

Dalam penelitian ini akan dikgji bebrapa faktor yang menunjukkan implikasi kewenangan Pajak Daerah.
Kewenangan penentuan jenis pajak, tarif pgjak, dan administrasi pajaknya bagi suatu pemerintahan yang
demokratis. Meskipun ada 5 (lima) sektor yang mesti dikelola oleh pemerintah pusat, antaralain dalam
kebijakan keuangan moneter dan fiskal.

Pada tingkat nasional, kewenangan publik sangat penting untuk memelihara kepercayaan publik terhadap
pemerintah, membenarkan kegiatan pemerintah, dan meyakinkan legitimasi negara secara menyeluruh.
Meskipun kewenangan tersebut berbeda seturut perbedaan sosiohistoris, budaya politik, dan ideologi tiap
daerah.

Akan tetapi, tanpa kewenangan yang jelas tingkat lokal, akuntabilitas pada tingkat pusat akan tidak efektif,
karena pemerintah pusat terlalu jauh dari rakyat. Dengan pemerintah lokal-1ah rakyat mempunyai kaitan
langsung dan dapat mel aksanakan pengendaliannya. K ebebasan untuk menetapkan jenis pajak daerah
menurut kriteria Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang
sebelumnya kewenangan tersebut berada di Pemerintah Pusat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya penyerahan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah
Daerah. Penyerahan kewenangan ke daerah ini berupa penetapan jenis pagjak daerah melalui Peraturan
Daerah, yang disebut Desentralisasi Pgjak Daerah.
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